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- Dewan Percepat
Pembahasan BPBD

RANCANGAN Peraturan Daerah
(Raperda) inisiatif pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) yang merupakan
inisiatif dewan diharapkan Maret
2012 telah disetujui. Dengan
demikian enam bulan setelahnya
Yogyakarta telah memiliki BPBD
untuk penanganan bencana.
“Raperda inisiatif pemben-
tukan BPBD ini telah siap, kami
harap November sudah dipansus-
kan,” jelas Ketua Badan Legis-
lasi DPRD Yogyakarta, Agung
Atmodjo di gedung DPRD Yogya-
karta, Senin (14/11).
" Politikus Partai Demokrat ini
mengatakan, Raperda pemben-

tukan BPBD diperlukan agar Pe-
merintah Kota (Pemkot) memiliki
instansi setingkat kantor khusus
menangani bencana. Hal ini
mengingat, Yogyakarta sebagai
wilayah rawan dampak letusan
sekunder bencana letusan Gu-
nung Merapi.

“Kami sudah konsultasi ke
pusat ternyata Yogyakarta terma-
suk ketinggalan. Daerah kota
kabupaten lain sudah banyak
yang punya BPBD,” imbuhnya.

Agung mengatakan, pihaknya
juga telah melakukan konsultasi
ke BNPB pusat. Usulan pemben-
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Dewan Percepat

tukan BPBD di Yogyakarta, justru
memudahkan pencairan dana
kebencanaan baik untuk pena-
nganan bencana maupun anti-
sipasi bencana.

“Instansi BPBD yang nanti
setingkat kantor ini juga tidak
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hanya mengurus anggaran ke-
bencanaan tapi juga bertugas
memetakan mana-mana wilayah
potensi bencana, titik rawan
bencana dan koordinasi pembe-
rian bantuan bagi korban bencana
agar tidak tumpang tindih,”

tuturnya.

Meskipun Raperda usulan
pembentukan BPBD masih da-
lam pembahasan Dewan, namun
eksekutif kini tengah menyusun
teknis mekanisme kerja dari
pembentukan BPBD. Menurut

Wakil Wali Kota Yogyakarta,
Haryadi Suyuti, eksekutif pem-
bahasan mekanisme kerja BPBD
diperlukan supaya tidak ada
tumpang tindih tugas pokok dan
fungsi BPBD yang akan diben-
tuk. (evn)

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

1. Asisten Perekonomian dan Pemba
2. Bagian Hukum

3. Bagian Organisasi

4. Kantor Penanggulangan Kebakara

Positif Biasa Untuk Diketahui
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